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ABSTRAK 

Kejaksaan memegang posisi strategis dalam mekanisme peradilan pidana anak, khususnya dalam 

menjamin penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2012 tentang UU SPPA, penanganan anak yang berkonflik dengan hukum wajib 

mengedepankan pendekatan non-punitif melalui mekanisme diversi. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengkaji peran Kejaksaan dalam menangani tindak pidana anak, dengan merujuk pada kerangka 

hukum positif serta praktik implementasinya di lapangan. Metode penelitian yang diterapkan 

bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa 

Kejaksaan tidak hanya menjalankan fungsi sebagai penuntut umum, melainkan juga berperan 

sebagai fasilitator keadilan restoratif yang berorientasi pada perlindungan anak serta pemulihan 

hubungan sosial. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan diversi masih menghadapi sejumlah 

kendala, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, kurang optimalnya koordinasi antar lembaga 

penegak hukum, serta adanya resistensi budaya hukum yang cenderung bersifat retributif. 

Kata Kunci: Kejaksaan, Tindak Pidana Anak, Diversi, Keadilan Restoratif, UU SPPA. 

 

ABSTRACT 
The Public Prosecutor’s Office holds a strategic position within the juvenile criminal justice 

system, particularly in ensuring the implementation of restorative justice principles. In accordance 

with Law Number 11 of 2012 concerning UU SPPA, the handling of children in conflict with the 

law must prioritize a non-punitive approach through the diversion mechanism. This study aims to 

examine the role of the Public Prosecutor’s Office in addressing juvenile criminal acts, referring to 

the framework of positive law as well as its practical implementation in the field. The research 

employs a qualitative method with a juridical-sociological approach. The findings indicate that the 

Public Prosecutor’s Office not only performs the function of the public prosecutor but also acts as 

a facilitator of restorative justice, focusing on child protection and the restoration of social 

relationships. Nevertheless, the effectiveness of diversion implementation still faces several 

obstacles, including limitations in human resources, suboptimal coordination among law 

enforcement agencies, and the persistence of a legal culture that tends to be retributive. 

Keywords : Prosecutor’s Office, Juvenile Crime, Diversion, Restorative Justice, Juvenile 

Criminal Justice System Act. 

 

PENDAHULUAN 

Fenomena anak yang terjerat permasalahan hukum menjadi persoalan yang kompleks 

dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Berdasarkan KemenPPPA, tindak pidana anak 

masih mengalami peningkatan di beberapa wilayah, khususnya yang berkaitan dengan 

pencurian, perkelahian, dan penyalahgunaan narkotika.1 Dalam konteks ini, keberadaan 

kejaksaan memiliki peranan penting sebagai lembaga sentral yang tidak hanya menjalankan 

fungsi penuntutan, tetapi juga memastikan penerapan prinsip perlindungan anak di setiap 

tahapan proses hukum.2 

Kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA menempati posisi 

sentral dalam dinamika reformasi sistem hukum pidana anak di Indonesia. Regulasi 

tersebut memperkenalkan paradigma baru berupa Restorative Justice menekankan prinsip 
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yang berorientasi pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan komunitas.3 

Kejaksaan sebagai salah satu pilar utama penegak hukum memegang peran strategis dalam 

memastikan penerapan prinsip tersebut berjalan efektif dan proporsional. 

Urgensi penelitian ini terletak pada masih rendahnya efektivitas pelaksanaan diversi 

oleh kejaksaan, meskipun telah diatur secara normatif. Beberapa hasil penelitian 

menunjukkan bahwa sebagian besar jaksa belum memiliki kapasitas memadai dalam 

menerapkan mekanisme diversi. Selain itu, faktor struktural seperti beban perkara yang 

tinggi dan keterbatasan sarana pendukung menjadi hambatan tersendiri dalam pelaksanaan 

keadilan restoratif. 

 

METODE  

Analisis ini dilaksanakan dengan pendekatan hukum sosiologis serta metode ini 

dipilih untuk memahami interaksi antara norma hukum dengan praktik kelembagaan di 

kejaksaan dalam anak yang terjerat permasalahan hukum. Data diperoleh berdasarkan studi 

kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, dan hasil 

penelitian terdahulu, serta observasi dan wawancara terhadap aparat kejaksaan di beberapa 

daerah. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menekankan keterpaduan 

antara aspek normatif dan empiris. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Fungsi Kejaksaan dalam Kerangka Hukum dan Diversi 

Kejaksaan memainkan fungsi kunci dalam tahapan penuntutan perkara anak, 

sebagaimana ditetapkan dalam UU SPPA yang mengamanatkan upaya diversi sebagai 

pilihan utama sebelum pengadilan formal.4 Dalam praktiknya, jaksa tidak hanya 

mempersiapkan dakwaan tetapi juga harus mempertimbangkan aspek usia anak, karakter 

tindakannya, serta potensi rehabilitasi hal yang menuntut paradigma yang berbeda dari 

penanganan pelaku dewasa.5 Studi menunjukkan bahwa jaksa telah melakukan 

musyawarah diversi, menetapkan kesepakatan, dan menghentikan penuntutan ketika diversi 

berhasil dijalankan. Namun demikian, keterbatasan dalam pelatihan khusus, pedoman 

internal yang belum merata, serta pemahaman lintas‐lembaga yang belum utuh berdampak 

pada varian pelaksanaan di berbagai daerah. 

Berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA6 

tersebut mendefinisikan diversi sebagai suatu mekanisme yang mengalihkan penyelesaian 

perkara anak dari jalur peradilan pidana formal ke arah penyelesaian alternatif di luar 

sistem peradilan pidana, sebagai upaya untuk menciptakan kesepakatan pada pihak pelaku 

serta korban, membebaskan anak dari penahanan, dan menanamkan tanggung jawab 

sosial.7 

Prinsip yang mendasari diversi adalah keadilan restoratif (restorative justice), yaitu 

paradigma penegakan hukum yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial, bukan 

pada pembalasan (retributive justice). Pendekatan ini menempatkan anak sebagai subjek 

yang perlu dibimbing dan dipulihkan, bukan sebagai objek penghukuman.8 

Dalam mekanisme diversi, jaksa memiliki peran sentral pada tahap penuntutan. 

Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) UU SPPA, jaksa harus mengusahakan diversi sebelum 

melimpahkan perkara anak ke pengadilan, selama memenuhi syarat-syarat hukum yaitu 

perbuatan pidana yang diancam dengan sanksi penjara kurang dari tujuh tahun serta tidak 

termasuk dalam kategori tindak pidana berulang.9 

Sedangkan fungsi kejaksaan dalam pelaksanaan diversi mencakup: 

1. Sebagai fasilitator keadilan restoratif, yaitu memimpin proses dialog para pihak terkait 

guna mewujudkan mufakat penyelesaian. 

2. Sebagai penegak hukum yang humanis, dengan mempertimbangkan aspek psikologis, 

sosial, dan moral anak. 
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3. Sebagai pengawas pelaksanaan kesepakatan diversi, memastikan hasil 

kesepakatan dilaksanakan secara adil dan konsisten. 

4. Sebagai penghubung antar lembaga, menjembatani koordinasi antara kepolisian, Bapas 

(Balai Pemasyarakatan), lembaga sosial, dan pengadilan anak. 

Untuk meningkatkan efektivitas peran kejaksaan, perlu dilakukan langkah-langkah 

strategis, seperti: 

• Peningkatan kapasitas dan pelatihan jaksa anak terkait pendekatan keadilan restoratif; 

• Penguatan koordinasi lintas lembaga melalui sistem terpadu dalam penanganan anak 

berhadapan dengan hukum; 

• Pembentukan pedoman teknis pelaksanaan diversi oleh Kejaksaan Agung; 

• Mendorong budaya hukum yang restoratif di kalangan aparat penegak hukum dan 

masyarakat. 

2. Hambatan dan Strategi Peningkatan Efektivitas Penanganan Anak oleh Kejaksaan 

Hambatan utama dalam menerapkan peran kejaksaan adalah: (a) budaya hukum yang 

masih retributif masyarakat dan aparat masih menuntut hukuman berat untuk anak pelaku 

tindak pidana; 

(b) koordinasi antar-aktor (kejaksaan, kepolisian, pembimbing kemasyarakatan, 

lembaga pemasyarakatan anak) yang belum optimal;10 dan (c) kurangnya sumber daya 

manusia dan sarana khusus untuk penanganan anak. Beberapa penelitian menunjukkan 

bahwa dalam wilayah seperti Operasional Kejari Aceh Selatan, diversi sudah dilakukan 

tetapi “masih tergolong baru” dan “pemahaman akan diversi dan prosedurnya masih 

minim”. Sebagai strategi peningkatan, diperlukan pelatihan khusus jaksa dan petugas 

terkait, penerapan pedoman Peraturan Jaksa Agung Nomor 006/A/J.A/2015 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan secara konsisten telah dipakai di 

beberapa daerah, dan penguatan peran masyarakat serta lembaga pemasyarakatan khusus 

anak dalam kerangka keadilan restoratif.11 

Pada tahap implementasi mekanisme peradilan pidana anak, Kejaksaan memiliki 

peran strategis sebagai lembaga yang menentukan arah penegakan hukum dengan 

memperhatikan prinsip keadilan restoratif.12 Namun, efektivitas proses penegakan hukum 

terhadap anak yang terlibat kasus pidana dari Kejaksaan sering kali menghadapi berbagai 

hambatan. Hambatan mendasar yang dihadapi yaitu minimnya pemahaman dan kesadaran 

aparatur penegak hukum terhadap prinsip keadilan berdasarkan ketentuan pada Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang UU SPPA. Tidak semua jaksa memiliki pelatihan 

atau pengalaman dalam menerapkan pendekatan diversi dan mediasi penal, sehingga proses 

penanganan anak sering kali masih terjebak pada paradigma retributif atau 

penghukuman.13 

Hambatan berikutnya terletak pada terbatasnya sarana dan prasarana pendukung 

pelaksanaan diversi dan keadilan restoratif, seperti kurangnya Balai Pemasyarakatan 

(BAPAS), ruang pelayanan ramah anak, serta fasilitas mediasi yang layak di lingkungan 

kejaksaan.14 Selain itu, sinergi antara institusi aparatur hukum, seperti kepolisian, 

pengadilan, serta lembaga sosial, juga belum optimal.15 Ketidaksinkronan dalam 

pelaksanaan peraturan dan perbedaan persepsi dalam menentukan kelayakan diversi sering 

menyebabkan proses penanganan anak menjadi lambat atau tidak efektif. Hambatan lain 

yang turut berpengaruh adalah minimnya partisipasi masyarakat dan dukungan keluarga 

korban maupun pelaku, yang sebenarnya menjadi faktor penting dalam keberhasilan 

pelaksanaan keadilan restoratif. 

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, dibutuhkan strategi peningkatan 

efektivitas peran Kejaksaan dalam penanganan hukum terhadap anak yang terlibat kasus 

pidana. Pertama, diperlukan penguatan kemampuan SDM kejaksaan dari pembinaan khusus 

mengenai keadilan restoratif, pendekatan psikososial anak, serta teknik mediasi penal. 

Kedua, Kejaksaan harus memperkuat kerja sama lintas lembaga, baik dengan kepolisian, 
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pengadilan, BAPAS, maupun lembaga perlindungan anak dan organisasi masyarakat sipil 

untuk membangun sistem koordinasi yang efektif dan terpadu. Ketiga, diperlukan 

pembentukan unit khusus atau jaksa fungsional anak di setiap kejaksaan negeri yang fokus 

menangani perkara anak dengan pendekatan yang lebih empatik dan humanis. 

Selain itu, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, seperti ruang pemeriksaan 

ramah anak dan sistem data terintegrasi, perlu menjadi prioritas agar proses penanganan 

lebih cepat dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Kejaksaan juga dapat 

memperkuat peran edukatif dan preventif, misalnya dengan melakukan penyuluhan hukum 

di sekolah-sekolah dan komunitas untuk mencegah keterlibatan anak dalam tindak pidana. 

Dengan mengimplementasikan strategi- strategi tersebut secara konsisten, Kejaksaan dapat 

meningkatkan efektivitas penanganan perkara anak, sekaligus meningkatkan sistem 

peradilan agar lebih berorientasi pada kemanusiaan, kesetaraan, serta sesuai dengan 

semangat perlindungan anak di Indonesia. 

 

SIMPULAN 

Kejaksaan memiliki peranan yang sangat penting mekanisme sistem peradilan 

pidana anak melalui fungsi penuntutan dengan berpadu pada pendekatan keadilan restoratif 

dan mekanisme diversi. Dengan landasan regulasi dalam UU SPPA, tugas jaksa meluas dari 

sekadar mendakwa menjadi fasilitator pemulihan sosial anak, korban, dan masyarakat. 

Implementasi peran ini telah menunjukkan kemajuan namun belum merata. 

Untuk mencapai efektivitas penuh, penguatan kapasitas internal kejaksaan, 

pemberdayaan koordinasi antar-lembaga, serta perubahan budaya hukum ke arah yang lebih 

mendukung pemulihan dan bukan hanya pembalasan adalah krusial. Hanya dengan 

kerangka yang sistematis dan terpadu, anak yang terlibat kasus pidana dapat ditangani 

secara adil dan humanis, menurut amanat perlindungan anak dalam konstitusi dan regulasi 

nasional. 
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